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Sumber gambar: 

https://jurnalkalimantan.com/apbd-perubahan-kabupaten-barito-kuala-tahun-ini-tembus-angka-dua-

triliun/ 

 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala 

Kabupaten Barito Kuala (BPKAD Batola) Provinsi Kalimantan Selatan Wiwien Masruri 

menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batola 2024 

menembus Rp2 triliun. 

"Sebelumnya hanya mencapai Rp1,6 triliun hingga Rp 1,7 triliun yang disalurkan 

melalui Kementerian Keuangan,"ujar Wiwien dikonfirmasi di Marabahan Kabupaten 

Batola, Sabtu. 

Wiwien juga mengingatkan pengelola atau pengurus memperhatikan pelaporan 

keuangan terkait data aset milik Pemkab Batola. 

Terkait pelaporan aset, Wiwien menuturkan sering menjadi permasalahan pada 

laporan keuangan karena banyak aset yang tidak tercatat dengan baik.  

Maka dari itu, jelas dia, apabila pengelola atau pengurus tidak menyelesaikan 

rekonsiliasi aset sesuai arahan dari pimpinan per tiga bulan maka ada penundaan 

perencanaan pengembangan pribadi (PDP).  

"Alhamdulillah, setiap SKPD menyelesaikan rekonsiliasi aset hingga selesai 

sehingga tidak terjadi penundaan PDP," ucap Wiwien. 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Barito Kuala 

Tahun Ini Tembus Angka Dua Triliun  
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Rekonsiliasi pada laporan keuangan, ujar Wiwien, merupakan proses 

membandingkan catatan keuangan internal dengan catatan keuangan eksternal.  

"Proses ini dilakukan untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian informasi 

keuangan yang dilaporkan," tutur Wiwien. 

Wiwien juga menyebutkan gaji aparatur sipil negara (ASN) yang dulu masuk 

rekening saat hari kerja, namun sekarang tetap masuk meskipun hari libur kerja atau tidak 

ada penundaan. 

Dia berharap para bendahara setiap SKPD agar mentaati pelaporan yang telah 

dijadwalkan.  

“Karena kita sangat tergantung pada data, sehingga jika laporan itu tidak diterima 

sesuai jadwal, maka dari pusat pun juga akan terganggu. Jadi mohon kerja sama untuk 

bendahara pengeluaran mentaati semua Laporan sesuai jadwal telah disepakati,” ungkap 

Wiwien. 

Lebih lanjut, dia mengemukakan, saat ini BPKAD Batola sudah mengevaluasi 

tentang APBD Perubahan 2024 di provinsi yang selanjutnya akan ditindak lanjuti agar 

anggaran perubahan tersebut bisa segera digunakan.  

"Untuk asistensi anggaran 2025, terkait destinasi perjalanan dinas turut di evaluasi 

agar sesuai dengan peraturan di provinsi," ujar Wiwien. 

 

Sumber berita: 

1. https://jurnalkalimantan.com/apbd-perubahan-kabupaten-barito-kuala-tahun-ini-

tembus-angka-dua-triliun/, 2 September 2024.  

2. https://kalsel.antaranews.com/berita/428959/bpkad-apbd-batola-2024-tembus-rp2-

triliun, 7 September 2024. 

 

Catatan: 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah 

rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah 

rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang. 

 Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 

 Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 
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Struktur APBD 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APBD 

PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH PEMBIAYAAN DAERAH 

PAD BELANJA TIDAK LANGSUNG PENERIMAAN PEMBIAYAAN  

1. Pajak daerah 

2. Retribusi daerah 

3. Hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan 

4. Lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah 

DANA PERIMBANGAN 

1. Hibah tidak mengikat 

2. Dana darurat dari 

pemerintah 

3. Dana bagi hasil pajak dari  

provinsi ke kab/kota 

4. Dana penyesuaian dan 

dana otonomi khusus 

5. Bantuan keuangan dari 

provinsi atau dari 

pemerintah daerah lainnya 

 

1. Belanja pegawai 

2. Bunga 

3. Subsidi 

4. Hibah 

5. Bantuan sosial 

6. Belanja bagi hasil 

7. Bantuan keuangan 

8. Belanja tidak terduga 

BELANJA LANGSUNG 

 

1. Belanja pegawai 

2. Belanja barang dan jasa 

3. Belanja modal 

1. Sisa lebih perhitungan 

anggaran TA sebelumnya 

(SiLPA) 

2. Pencairan dana cadangan 

3. Hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan 

4. Penerimaan pinjaman daerah 

5. Penerimaan kembali 

pemberian pinjaman 

6. Penerimaan piutang daerah 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

1. Pembentukan dana cadangan 

2. Penyertaan modal (investasi) 

3. Pembayaran daerah hutang 

4. Pemberian pinjaman 

LAIN – LAIN PENDAPATAN 

DAERAH YANG SAH 

1. Dana Bagi Hasil 

2. Dana Alokasi Khusus 

3. Dana Alokasi Umum 


